
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Efektivitas 

      2.1.1. Pengertian Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu 

yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas 

sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan 

unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap 

organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun 

sasaran seperti yang telah ditentukan. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian 

tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien ditinjau 

dari sisi masukan (input) proses maupun keluaran (output). 

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

Menurut james L.Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukan derajat 

efektivitas.(dalam buku Herbani Pasolong,2010:4). 

 Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu 

dalam suatu organisasi (Kumorotomo,2005:362).  

Menurut keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan 

organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. (dalam buku 

Herbani pasolong,2010;4). 



 

 

 Menurut SP. Siagian (2002 : 151 ) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah 

ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang 

dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiantan organisasi tertentu. 

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly (1985:34) menyebutkan bahwa ukuran 

efektivitas organisasi,sebagai berikut : 

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu 

output sesuai dengan permintaan lingkungan  

2. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input 

3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana organisasi dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat.  

4. Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap 

perubahan internal dan eksternal  

5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan 

kapsitasnya dalm menghadapu tuntutan masyarakat. 

Menurut Saxena (1986: 07) dalam Indrawijaya (2014:176) efektivitas adalah suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. 

Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. 

Pengertian efektivitas menurut Emerson (dalam Hasibuan, 2006:242) menyatakan bahwa 

“(Effectiveness is measuring in term of attaining prescribed goal objective)” artinya 

efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.” 

Siagian (1988: 85) dalam Indrawijaya memberikan pengertian tentang efektivitas 

berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: “penyelesaian pekerjaan tepat pada 

waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau 

tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan beberapa 

biaya yang dikeluarkan untuk itu. 



 

 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas sejauh mana suatu organisasi dapat 

melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara optimal dalam mengukur 

kemampuan efesiensi.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu 

konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa 

efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah 

dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

      2.1.2. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa 

yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, 

maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti 

kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur 

dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang 

telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan 

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 

maka hal itu dikatakan tidak efektif 

Adapun ukuran efektivitas Menurut Ricard M.Streers (dalam Nadia Azlin,2013:18) 

mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas,yaitu:  

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi  

2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan  



 

 

3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal 

penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik  

4. Efensiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk 

menghasilkan prestasi tersebut  

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan 

kewajiban dipenuhi  

6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang 

 dengan masa lalu. 

7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur,fungsi dan sumber daya sepanjang waktu  

8. Kecelakaan yaitu frekuensi frekuensi dalam pekerjaan yang berakibat kerugian waktu 

untuk turun mesin atau waktu penyembuhan/perbaikan. 

9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan,yang melibatkan 

usaha tambahan,kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki  

10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan  

11. Kepuasan yaitu tingkat kesenangan yang di rasakan seseorang atau pekerjaan nya dalam 

organisasi. Tingkat rasa puas individu  bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal 

dari bermacam macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. 

12. Penilaian oleh pihak luar yaitu penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh 

mereka ( individu atau organisasi ) dalam lingkungan nnya yaitu pihak pihak dengan 

siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaaan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan 



 

 

kepada organisasi oleh kelompok kelompok seperti pensuplai pelanggan, pemegang 

saham, para petugas dan masyarakat umum.  

      2.1.3. Pendekatan Efektivitas 

 Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu: 

a. Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu 

lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. 

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran  

organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran 

tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan 

pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarakan 

sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, 

dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan 

program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan 

ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran 

yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh 

karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan 

tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari 

pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis 

barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu 

minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif. 

 

 



 

 

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)  

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam 

mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat 

memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat 

menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu 

lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam 

lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada 

lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan 

usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha 

dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan 

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)  

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga 

internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan 

bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan 

lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap 

sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta 

kesehatan lembaga. 

       Pendekatan Efektivitas menurut Gibson (2000:38) dalam Priansa mengungkapkan tiga 

pendekatan mengenai efektivitas, yaitu: 

1. Pendekatan Tujuan  

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan 

pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan 

organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan 



 

 

menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai 

efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktik 

manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. 

Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem  

2. Pendekatan Teori Sistem Teori system menekankan pada pertahanan elemen dasar 

masukanproses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang 

menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem 

yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi Sebagian 

suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya 

umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan 

atau serangkaian 30 Tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi.  

Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sitem adalah: 

a. Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan proses-keluaran, bukan 

keluaran yang sederhana; dan  

b. Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antar organisasi dan lingkungan 

yang lebih besar dimana organisasi itu berada. 

Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep 

komponen; dan tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen 

dan bagiannya.  

3. Pendekatan multiple constituency 

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif diantara 

kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan 

kelompok dan individual dalam suatu organisasi dalam pendekatan ini memungkinkan 



 

 

pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu 

organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan 

pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektifitas 

organisasi. 

  



 

 

2.2 Pajak 

      2.2.1 Pengertian Pajak 

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara 

yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, 

serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Nurmantun (2003 : 1) “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan 

kekayaandari sektor partikulir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang – undang (dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 11 12 timbal (kontra prestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Umum.” 

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Madiasmo bahwa: “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa 

timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 

Menurut Adriani dalam Sri (2010:54) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 



 

 

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul 

Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa 

uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna 

menutup biaya barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum. Dari definisi di atas tidak tampak istilah ”dipaksakan” karena bertitik tolak pada 

istilah ”iuran wajib” sisi lainya yang terhubung dengan kontrasepsi itu diperlukan pajak. 

Menurut Rachmad Soemitro (2012) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan)dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Menurut Rahayu (2020:2) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan bahwa pajak 

merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan Negara 

yang berguna bagi kepentingan bersama an dari definisi di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 a. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

berdasarkan atas Undang – Undang dan aturan pelaksanaannya.  

b. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran - pengeluaran 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah.  



 

 

c. Tidak dapat ditunjukkan imbalan dari pemerintah terhadap Wajib Pajak yang 

membayar pajak.  

d. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya ahli dana (sumber daya) dari sektor swasta 

(Wajib Pajak) ke sektor Negara (fiskus).  

 e. Selain dari mengisi kas Negara, pajak juga untuk mengatur kebijakan Negara dalam 

bidang ekonomi dan sosial. 

 Oleh karena itu pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) 

untuk pembiayaan umum dalam rangka memjalankan fungsi pemerintah. 

 

2.3 Pajak Daerah 

     2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai 

pengeluaran daerah sebagai badan hukum public 



 

 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah sebagai 

berikut: “Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah.” 

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

     2.3.2 Jenis Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1.Pajak Provinsi terdiri dari:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  



 

 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel  

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame  

e. Pajak Penerangan Jalan  

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

g. Pajak Parkir  

h. Pajak Air Tanah  

i. Pajak Sarang Burung Walet  

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

     2.3.3 Ciri Ciri Pajak Daerah 

Menurut Kaho (2005:145) juga menyatakan bahwa ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai 

berikut :  



 

 

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak 

daerah.  

2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.  

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau 

peraturan hukum lainnya. 

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-

urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan 

hukum publik. 

      

2.4 Pendapatan Asli Daerah 

     2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi 

yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari 

alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna 

meningkatkan pendapatan daerah.  

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan 

daerah, dan lain-lain yang sah. 

Berdasarkan uraian diatas secara umum pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat 

disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber 



 

 

penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, 

pinjaman daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun 

sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaran pemerintah 

di daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 

1.Hasil Pajak Daerah 

 Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh 

daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah 

sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu 

pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya 

bisa dapat dipaksakan. 

2. Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan 

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.Retribusi 

daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis,ada imbalan 

langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada 

alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya 

budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah 

pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi 

permintaan anggota masyarakat. 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari 



 

 

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan 

bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan 

daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat 

perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan 

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan 

memperkembangkan perekonomian daerah. 

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Ialah pendapatan-pendapatan yang tidak 

termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. 

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan 

tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 

daerah disuatu bidang tertentu 

 

2.5 Pajak Restoran 

     2.5.1 Pengertian Pajak Restoran 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah sebagai berikut: 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran 

adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk 

jasa boga/katering. 



 

 

Menurut Phaureula Artha (2018:67) mengatakan bahwa: “Pajak restoran adalah 

pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan 

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat 

pelayanan maupun di tempat lain”. 

Menurut Powers (2003:17), restoran adalah setiap tempat umum yang kusus menjual 

makanan untuk dikonsumsi di suatu tempat.  

Walker (2004:18), Restoran adalah salah satu tempat dimana pengunjung dapat 

menggunakan alat indra untuk menikmati pelayanan tertentu.  

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003 :2) dalam bukunya yang berjudul ”Pajak dan 

Retribusi Daerah” menyatakan bahwa pengertian Pajak Restoran adalah :”Pajak atas 

pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman 

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

 1. Pajak restoran dipungut dan diserahkan kepada daerah yang diadakan dan dipungut 

oleh daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 2. Semua Pajak Restoran dipungut berdasarkan undangundang atau peraturan daerah. 

3. Pemungutan Pajak Restoran dipakai sebagai sumber Pendapatan asli daerah oleh 

pemerintah daerah, dan kepada si pembayar pajak tidak dapat diberikan suatu jasa 

balik yang dapat ditunjukan secara langsung. 

 



 

 

1.Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk 

juga jasa boga dan catering  

 2. Warung adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut 

bayaran yang berada di Lingkungan Pemukiman Masyarakat dan sejenisnya 

 3. Kantin adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut 

bayaran yang berada di Lingkungan Kantor, Sekolah, Pabrik, Rumah Sakit dan 

sejenisnya.  

4. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan 

pembayaran 

5. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada Restoran 

6. Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan sebagai Pemilik atau 

Pengusaha Restoran 

7. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender 

Tarif Pajak Restoran :  

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima Restoran.  

2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari dasar pengenaan 

pajak.  



 

 

3. Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar 

pengenaan pajak. 

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Menurut Peraturan Wali Kota Cirebon No.50 

Tahun 2012 yaitu: 

1. Pajak dipungut dengan System Self Assessment yang memberikan kepercayaan 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas. 

2. Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang  menggunakan SPTPD. 

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. 

4. Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana yng di maksud adalah 

penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang 

ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas. 

5. Penetapan pajak secara jabatan  dapat dilakukan apabila :  

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet 

usahanya;  

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap 

dan/atau tidak benar;  

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk 

diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan 

pemeriksaan. 

d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan 

bernomor urut; dan/atau  



 

 

e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya 

tanpa ada persetujuan Kepala Dinas 

 

6. Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah 

melakukan   prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 

7. Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh 

melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan 

prioritas berdasarkan :  

a. hasil kas opname;  

b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;  

c. data pembanding. 

8. Pemeriksaan hasil kas opname  dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan 

dilakukan sekurangkurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan 

hari yang berbeda.  

9. Hasil kas opname akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai 

rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut. 

10. Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib 

Pajak dilakukan dengan tindakan penungguan sekurang-kurangnya sebanyak 10 

(sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.  

11. Berdasarkan hasil pengamatan langsung omzet/ penerimaan ditaksir dan dihitung 

berdasarkan ratarata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran 

yang dilakukan per orang/ pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib 

Pajak. 



 

 

12. Pemeriksaan berdasarkan data pembanding  dilakukan dengan cara membandingkan 

kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara 

lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara 

proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa 

dengan tahun atau bulan sebelumnya.  

13. Data pembanding dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Dinas, atau sumber 

lain yang dapat dipercaya. 

  

     2.5.2 Objek Pajak 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Restoran sebagaimana dimaksud  meliputi :  

a. rumah makan;  

b. kafetaria; 

 c. kantin  

d. warung nasi;  

e. bar yang merupakan fasilitas hotel;  

f. jasa boga/katering dan sejenisnya. 

-Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik  

yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

Yang tidak termasuk pajak restoran yaitu: 

- Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. 



 

 

 

2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran 

Menurut Marihot Pahala (2010:330) pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dana tau minuman dari 

restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli 

makanan dana tau minuman dari restoran. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Subjek Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. Menurut UndangUndang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi 

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran 

kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran Dan Wajib Pajak 

Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh 

persen),besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan dasar pengenaan pajak  Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah 

Kota. 

  



 

 

 

2.6 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran 

Menurut Saxena (1986: 07) dalam Indrawijaya (2014:176) mengemukakan bahwa 

efektivitas adalah sebagai berikut: efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang 

dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju 

pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada 

umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian 

efektivitas. 

Berdasarkan penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran 

dapat dikatakan efektif apabila sistem dan petugas pajak dapat memenuhi kualitas, 

kuantitas, dan waktu yang sesuai, sebagaimana yang sudah dijelaskan menurut Saxena 

(dalam Indrawijaya, 2014:176). 


